BAB VII
PENUTUP
7.1. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hal — hal yang telah dikemukakan pada bab — bab

sebelumnya, penulis kiranya dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai norma, karena

penerapan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh pihak
penuntut umum dalam kasus ini dapat dilihat sebagai tepat dikarenakan
pada persidangan, majelis hakim cenderung lebih memperhatikan
kesaksian dari saksi A Charge yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum,
yang mana kesaksian tersebut mendukung perihal bahwa tindakan
terdakwa bersifat tidak sopan dan memicu perpecahan. Keterangan saksi A
de Charge yang dihadirkan dalam persidangan hanya menjelaskan perihal
keadaan batin terdakwa, bukan menjelaskan mengenai alasan-alasan
mengapa terdakwa tidak perlu dihukum pidana atau diringankan
hukumannya.
Bahwa proses hukum acara yang dijalani dalam kasus penodaan agama
pasal 156a, harus adanya terlebih dahulu keputusan bersama Menteri
Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah
dilakukan peringatan atau tindakan, dan pelaku (perorangan/organisasi)
tetap melanggar baru dilakukan langkah pemidanaan dan dalam kasus ini,
proses itu dilewati oleh pengadilan dan langsung menuju tahap
pemidanaan.

2. Bahwa sebenarnya secara formalitas, Fatwa MUI tidak diakui sebagai
peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia sebagaimana
termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun begitu, ia masih
dapat dianggap sebagai sumber hukum secara teoritis karena sifatnya yang

diakui dan ditaati di Indonesia sebagai hukum kebiasaan.
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7.2. Saran

1. Bahwa pengadilan seharusnya tidak merumuskan pasal 156a Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana karena tidak dilakukannya hukum acara
yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu.

2. Bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar

hukum untuk memidana seorang.
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